
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 

: Hernadi Nama 

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama 

: Liberti Sitinjak Nama 

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah ementerian 
Hukum dan H Sula esi Selatan 

Palopo, 26 Januari 2024 

Pihak Pertama, 
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sulawesi Selatan 



PERJANJIAl\l KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIV[SI PELAYANAN HUKUM DAN HAM DENGAI KEPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUN DAN IIAM SULAWESI SELATAN

No. Sfasman Kegiatan Indikator Kjnerja Kegiafan Target
(1) (2) '3) (4)
1. Meningkatnya PNBP Ditien Persentase  peningkatan  PNBP  Ditjen  AHU 5%

AHu di Kantor Wilayah di Kantor Wilayah

2. Terwujudnya  penyelesaian Persentase laporan  pengaduan masyarakat 88%
pengaduan        masyarakat terkait dugaan  pelanggaran  perilaku  Notaris
terkait                          d ugaan dan  pelaksanaan  jabatan  Notaris  di  Kantor
pelanggaran              jabatannotarisdiKantorWilayah Wilayah yang diselosaikan

3. Terselenggaranya Indeks      penegakan      hukum      Kekayaan 3,1  lndeks
penegakan                  hukumKekayaanlntelektualdiwilayah lntelektual di Wilayah

4. Meningkatnya pemahaman 1 .  Persenfase  masyarakat yang  memahami 70%
masyarakat terhadap  Kl  di Kl    terhadap    total     masyarakat    yang
wilayah mendapatkan  diseminasvedukasi tentang

Kl di Wilaysh

2.  Persentase     Peningkatan     Permohonan 17%
Kekayaan lntelektual di Wilayah

5. Terfasilitasinya   rancangan Persentase   rancangan   peraturan    daerah 80%
produk hukum di daerah yang      difasilitasi      oleh      kantor     wilayah

Kemenkumham

6. Terselenggaranya Jumlah   peningkatan   kapasitas   pembinaan 20 0rang
pembinaan          perancang tenaga   perancang    peraturan   perundang-
peraturan            perundang-undangan undangan

7. Meningkatnya    pemerinfah 1.Jumlah       pemerintah       daerah       yang 4 lntansi
daerah                             ya ngmelaksanakanprogramaksiHAM melaksanakan program aksi HAM Pemerintah

2.  Jumlah Kab/kota peduli HAM 2 lnstansiPemerintah

3.  Jumlah       instansi       pemerintah       yang 1  Instansi
menindaklanjuti     hasil     diseminasi     dan Pemerintah
penguatan HAM

8. Meningkatnya       kepuasan Tersedianya  rekomendasi  pelindungan  dan 3 Rekomendasi
masyarakat            terhadaplayananpengaduanHAMdiWilayah pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

9. Terwujndnya   analisis   dan 1.  Jumlah    analisis    dan    evaluasi    produk 1  Kegiatan
evaluasi  produk  hukum  diwilayahsertafasilitasi hukum yang dilakukan



No. Sasaran Kegiatan lndikator Kinetia Kegiafan Tanoct
(11 '2) '3) (,'

perencanaan perda 2.  Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda 1  Kegiatan

10. Tervujudnya    pengelolaan Persentase   anggota   JDIHN   yang   dikelofa 25%
keanggotaan      JDIHN      diwilayah terhadap total anggofa JDIHN di w.layah

11. Meningkatnya          layanan 1,  Persentase    layanan     bantuan     hukum 82%
bantuan hukum di wilayah litigasi    yang    diberikan    terhadap    total

permohonan    layanan    bantuan    hukum
litjgasi

2.  Persentase layanan  bantuan hukum non- 80%
litigasi    yang    diberikan    terhadap    total
permohonan    layanan    bantuan    hukum
ron-litigasi

12. Meningkatnya  dosa  sadar Persentase    peningkatan    Desa/Kelurahan 70%
hukum di wilayah sadar    hukum     yang     momenuhi     kriteria

sebagai   Desa/Kelurahan   Binaan   terhadap
total usulan kantor wilayah

13. Terwujudnya   kemanfaatan Persentase  rekomendasi  strategi  kebijakan 80%
rekomendasi             strateg i hukum  dan   hak  asasi  manusia  di  wilayah
kebijakan   hukum  dan  hakasasimanusiadiwilayah yang ditindaklanjuti



• • ) r 

Kegiatan Anggaran 

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 

Penyele_n_Qgaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil) 

Penyelenggaraan Kekayaan lntelektual di Kantor Wilayah 

Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah 

Program Pembentukan Regulasi 

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah 

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan 

Rp. 9.492.159,000,-

Rp. 3.733.557.000,-

Rp. 2.446.586.000,- 

Rp. 3.312.016.000,-

Rp.   671. 576.000,-

Rp. 543.319.000,-

Rp. 128.257.000,-Evaluasi Prociuk Hukum di Wilayah 

Program Pemajuan dan Penegakan HAM Rp. 492.950.000,-

Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Rp. 492.950.000,-

Program Dukungan Manajemen Rp. 319.267.000,-

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Rp. 319.267.000,-
diWilayah 

Pihak Kedua, 
Kepala Kantor Wilayah 
Hukum dan HAM Sula 

Palopo, 26 Januari 2024 

Pihak Pertama, 

Libe i Sitinjak 
NIP. 196407011991031001 

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Sulawesi Selatan 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

KAI\lTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Dalam   rangka   mewujudkan   manajemen   pemerintahan   yang   efektif,   transparan   dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama                 : Hemadi
Jabatan             : Kepala Divisi pelayanan Hukum dan HAM Kantor wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

berjanji  akan  mewujudkan  target  kinerja  yang  seharusnya  sesuai  lampiran  perjanjian  ini,

dalam rangka meneapai target kineria jangka menengah seporti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan,

Keberhasilan  dan  kegagalan  pencapaian  target  kinerja  tersebut  menjadi  tanggung jawab
kami.

Palopo, 26 Januari 2024

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sulawesi Selatan


